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Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di-

|l. Medan Merdeka Barat No. 6,

Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir,

Kota Jakarta Pusat - 10110.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil (Judicial Review) Pasal 106 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer, dan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 74
ayat (1), Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104)
Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD

NRI 1945".
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Dengan Hormat,

Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil (Judicial Review) Pasal 106 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
dan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
NRI 1945), dalam hal ini dimohonkan oleh:

I Nama : SYAMSUL JAHIDIN.,, S.LKOM., S.H., M.LKOM,,
M.H.MIL
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan ;N

Untuk selanjutnya disebut SEDAZaA. ..o rueureeeemreemerrerreeseeseesserseesseesesseessesssesseesseeses Pemohon I
II Nama : dr Ria Merryanti A.P., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan
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E-Mail .

Untuk selanjutnya disebut Sebagai......cccccouereereemeeeereereeneesseseseesreeseessessesseesseeseees Pemohon II

Bahwa PEMOHON I, PEMOHON I, selanjutnya disebut sebagai--------- PARA PEMOHON;

Bahwa dengan ini Para Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian
Materiil (Judicial Review) Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU
Peradilan Militer - VIDE BUKTI P-04 ), dan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 74
ayat (1), Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7104) (selanjutnya disebut UU TNI) [VIDE BUKTI P-04], terhadap
Pasal Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (selan;jutnyjEEG_— N P-03]

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan keteMsaM(2m9H/ang berbunyi:
“Kekuasaan kehakiman an dan badan

peradilan yang Hprada | 0" ™

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) hurufa Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU

Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang
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mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945...”,

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah
Konstitusi), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945...”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diuba“nor 13 Tahun

Tentang Pembentukan Pﬂn W W eﬁutnya disebut

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pendujian RGN .. "

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PPUU), menjelaskan bahwa:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut
PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi”;

7. Bahwa, berdasarkan putusan-putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara in casu
guna memastikan tegaknya Konstitusi yang menjamin hak konstitusional serta
hak asasi setiap warga negara, termasuk PARA PEMOHON, sehingga diperlukan
suatu penafsiran yang progresif dan konstitusional agar norma yang diuji tetap
sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak

fundamental sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in
casu pengujian norma konstitusional Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
dan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1)

Undang-Undang Nomor B“dang-Undang

B Tl ™
Republik Indonesia Tah“‘S WS,M ﬁbaran Negara
Republik Indonesia Nole 28D ayat (1),

dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 “uyup NRI 1945~ I

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, hal mana pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak dasar
setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Judicial Review
yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran The Guardian of

Constitution (pengawal konstitusi) dan The Sole Interpreter of The
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Constitution (penafsir tunggal konstitusi); [Vide Putra, Anggar. "Rule of Islamic
Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint

Mahkamah Konstitusi.” Bulletin of Community Engagement 4.3 (2024): 24-34]

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang

menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.”

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah

Konstitusi, yang menyata!an: "!ang gzma!sug gengan !a! !ons!z!usional adalah

hak-hak yang diathr dal Y ) | I1idonesia
Tahun 1945"; I IS B

4. Bahwa selanjutnya, berdm Tentang Tata
Beracara DU, yang M

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang

mempunyai kepentingan sama;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. lembaga negara.”
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5. Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan
bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [VIDE BUKTI P-1, BUKTI P-2]. Oleh
karenanya, PARA PEMOHON memenubhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam
mengajukan pengujian materiil (Judicial Review) UU 31 TAHUN 1997
PERADILAN MILTER dan UU 34 TAHUN 2004 TNI terhadap UUD NRI 1945;

6. Bahwa, Para Pemohon, khususnya Pemohon I “Syamsul Jahidin” merupakan
Mahasiswa Doktor ilmu Hukum, Advokat, Kurator & Pengurus yang di buktikan
dengan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan Identitas pendukung lainnya (VIDE
BUKTI P01), Pemohon II “Ria Merryanti” Merupakan Alumni Mahasiswa
Magister Hukum Kesehatan Militer dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM)
dan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang di buktikan dengan Kartu Pegawai dan SK
ASN (VIDE BUKTI P02), Bahwa PARA PEMOHON memiliki kepentingan

hukum dalam pengujian | (1) dan ayat

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer, Idan Pmdang -Undang
Nomor 3 Tahun 2025 M M M-U&ng Nomor 34

Tahun 2004 Tentang Te al 24 ayat (2),

Pasal 28D ayat (1), dan SN ! karcnanya,

Pemohon I dan Pemohon II, memiliki hak untuk mengawal perkembangan

hukum dan konstitusionalitas norma dalam undang-undang tersebut. Selain itu,
sebagai bagian dari ruang lingkup akademik yang berfokus pada studi ilmu
hukum, Pemohon I memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa hukum
yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan kepastian hukum;

7. Bahwa, PARA PEMOHON, yang terdiri dari Advokat Pemerhati Kebijakan
Publik, Dokter, dan ASN dan yang secara aktif mengkaji, mengadvokasi, serta
mengawal isu-isu konstitusionalitas dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya
sebagai bagian dari masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap
tegaknya supremasi hukum, supremasi sipil, demokrasi, dan transparansi dalam
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kebijakan publik, PARA PEMOHON memiliki kepentingan hukum dan
peminatan tinggi terhadap isu konstitusionalitas Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer, dan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Oleh
karenanya, PARA PEMOHON mewujudkannya melalui advokasi dan pengajuan
(judicial review) guna memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara,

termasuk hak atas kepastian hukum yang adil dan kesetaraan dalam hukum.

8. Bahwa, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari pemerhati kebijakan publik,
yang mengimplementasikan pemahamannya terhadap hukum dan kebijakan
publikn dalam perspektif hukum ketatanegaraan, PARA PEMOHON memiliki
tanggung jawab moral untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap norma
hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang
menjadi dasar terciptan i < 2 tesaknya
supremasi hukum dan supremasi sipil, hal mana pemikiran kritis yang telah

ditempa dalam hnlgkung ON memiliki

kepentingan langsung unm Mﬁ Mla&n suatu norma
hukum dan memiliki hakW

9. Bahwa, di era dig!ital smari ekosistem

masyarakat yang saling terhubung melalui teknologi informasi, sehingga akses

terhadap informasi publik termasuk mengenai problematik perundang-
undangan yang berdampak luas terhadap tata kelola negara, merupakan bagian
dari hak konstitusional warga negara untuk mengkritisinya. Dalam hal ini, PARA
PEMOHON memperoleh informasi mengenai adanya penolakan terhadap
peradilan Militer yang dinilai kontroversial karena berpotensi mencederai
prinsip supremasi sipil dalam sistem negara hukum demokrasi. Oleh karenanya,
sebagai individu yang peduli terhadap tegaknya prinsip konstitusionalisme,
PARA PEMOHON memiliki kepentingan yang rasional dalam memastikan
bahwa kebijakan hukum dan /atau undang-undang yang dihasilkan tidak
bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dalam
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penyelenggaraan negara. Dengan demikian, hak PARA PEMOHON untuk
mengawal isu-isu konstitusional melalui mekanisme peradilan konstitusi

merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara;

10. Bahwa, hak konstitusional PARA PEMOHON, yang merupakan Alumni di
kampus yang sama yaitu di STHM (Sekolah Tinggi Hukum Militer), Khususnya
untuk Pemohon I mengambil Jurusan Magister Hukum Militer [VIDE BUKTI
P07] dan Pemohon II [VIDE BUKTI P08] yang telah mengalami kerugian
konstitusional secara potential sebagai akibat langsung dari berlakunya norma
dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 65 ayat (1), ayat (2),
ayat (3) ), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang

Tentara Nasional Indonesia.

11. Bahwa, PARA PEMOHON mengutip beberapa pemberitaan namun secara tajam

telah menggambarkan k“ yang dialami

warga SIplL yang el R "¢ "
Advokat sipil advokat dam W W Tﬁrlakunya Pasal
106 ava (1) don a7 () ol 1 7

1997 tentang Peradilan Militer., yang secara garis besar membatasi hak Advokat

dan atau Penasehht HUWU Nomor 20

Tahun 2025 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara pidana.

12. Bahwa, PARA PEMOHON Membaca dan mempelajari tentang Pasal 74 ayat (1),
Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,

yang menyatakan:

Pasal 74 ayat (1) UU 34 Tahun 2004:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-

undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
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Pasal 75 ayat (1) UU 34 Tahun 2004:

(1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat

2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Bahwa, jika dilihat dari norma pasal 74 ayat “(1) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang
Peradilan Militer yang baru diberlakukan®. Terdapat sebuah perintah untuk
membuat UU Peradilan militer yang baru, akan tetapi sampai saat ini belum ada

pembahasan terkait dengan UU Peradilan Militer yang baru.

Bahwa, norma pada pasal 75 ayat (1) Segala peraturan pelaksanaan undang-
undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-
undang ini. , Terdapat sebuah perintah untuk membuat UU Pelaksanaan yang
seharusnya sudah ada, karena perintah dari Pasal 75 ayat (1) UU 34/2004
bersifaat Gebod “Perintah” yang jelas kepada pembentuk Undang - Undang

akan tetapi sampai saat inji G UU pelaksana

dari UU 34/2004 Tlentan% TNL

13. Bahwa, berdasarkan Put{jj <R s\ R Ol UU-111/2005,
Putusan Mahkamah KonJjii N 1 s -Putusan

Mahkamah Konsti'iusi lainnia| Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima)

syarat penting terhadap kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu:

a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;

b. hak dan/atau kewenangan Kkonstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
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ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian; dan

ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak

akan atau tidak lagi terjadi.

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Tata Beracara

PPUU, yang menyatakan:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud

dalam pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau

Perppu apabila:

a.

ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;

hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh

berlakunya undang mnngan

atau setidak- tldaknW[r MI Mruﬁnalaran yang
T S —

ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya

undang-undarlg atauw

ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian

konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”

15. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD

NRI 1945, khususnya hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam

suatu negara hukum demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi sipil

sebagai prinsip fundamental yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
Adapun hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI
1945 adalah sebagai berikut:

a.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan: (3) Negara Indonesia

adalah negara hukum. **¥*)
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b. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. **¥)

c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

d. Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan: "Tentara Nasional
Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan

memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.

(VIDE BUKTI P03 - UUD NRI 1945)

16. Bahwa, keberlakuan Nor UU 31 Tahun

1997 peradilan militer secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum

yang berdampak lhkngsurii N o s titusional
Pemohon I selaku warg- d I, I D@ (1m0 Hukum

Hal di mana ketentuan N 1,00 batas

kewenangan pendflmpin j at melampaui
batas yang secara tegas disebutkan Pasal 106 ayat (1) dan 106 ayat (2) UU
31/1997 Peradilan Militer, hal tersebut karena Ketentuan a quo yang tidak
mengikuti UU 3 Tahun 2025 Tentang KUHAP, mekanisme transisi yang
seharusnya tunduk pada prinsip due process of law. Oleh karena itu,
keberlakuan norma a quo tidak hanya merugikan PEMOHON I secara langsung
sebagai advokat, tetapi juga berpotensi merusak tatanan negara hukum yang
menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan pembatasan kekuasaan secara

jelas;

17. Bahwa, keberlakuan Norma Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU TNI secara
nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung

terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON selaku
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warga negara, Advokat, ASN (Aparatur Sipil Negara), dan mahasiswa Doktor
[Ilmu Hukum Hal di mana ketentuan a quo membuka ruang multitafsir mengenai
batas peradilan militer dan sipil, yang pada praktiknya dapat melampaui batas
yang secara tidak tegas disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU
34/2004 TNI. Ketentuan a quo juga tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan
norma yang bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik, yaitu prinsip kepastian hukum, koherensi,
dan sinkronisasi norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan
dalam struktur ketatanegaraan dan mengaburkan batas antara SIPIL - MILITER
dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan perlindungan sebagai warga
sipil, Sebagai Advokat (Pemohon I) memiliki kepentingan langsung dalam
menegakkan supremasi hukum dan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin
dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, hal tersebut
membuat kebingungan dalam memahami konstruksi hukum tata negara dan
hukum administrasi neg i iadj joyjtas. Selain itu,

ketentuan a quo juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945

karena menempatkan pr N - . 1 ckanisme
transisi yang seharusnya-pa_) c— 0-4/. Oleh karena
itu, keberlakuan norma c_IOHON secara

langsung, tetapi f'uga hukum yang
menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan pembatasan kekuasaan secara

jelas;

18. Bahwa, Sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Magister hukum yang mengkaji
tentang peradilan - peradilan militer memiliki kepentingan langsung
Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta
kesempatan yang sama dan banyak kajian - kajian yang dilakukan Pemohon II

yang Dimana hal ini bertolak belakang dengan prinsip norma “Supremasi Sipil”

19. Bahwa, berlakunya Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 65 ayat
(1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
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Indonesia telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat potential
atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi terhadap Para Pemohon, yang terdiri dari Advokat, Aparatus Sipil
Negara (ASN) dan pemerhati kebijakan publik , bahwa oleh karena hal tersebut
PARA PEMOHON menguraikan Kedudukan Hukum PARA PEMOHON sebagai
berikut:

PEMOHON I - SYAMSUL JAHIDIN,, S.I.LKOM,, S.H., M.I.KOM., M.H.

e Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I
yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU
No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara
dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat
berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh

hukum dan perat - jalankan tugas

e —
mengawasi ke NMNNNNC EENMENN |yelenggaraan
pemerintahan yar

a) Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan
Advokat, Pemohon I yang juga berstatus sebagai mahasiswa
hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut
serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa
prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;

b) Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan
Advokat, Pemohon I yang juga sebagai lulusan magister hukum
Militer pada STHM (Sekolah Tinggi hukum Militer) yang banyak
mempelajari tentang Peradilan Militer. [VIDE BUKTI P07]

c) Mengingat bahwa dalam Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945

menyatakan "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan
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Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara”. Yang seharusnya bukan untuk
menyiram air keras ke Masyarakat sipil.

https://www.kompas.tv/nasional /667409 /dandenma-bais-

marah-kecewa-anggotanya-siram-air-keras-ke-andrie-yunus-

kalau-salah-hukum-maksimal

PEMOHON II - dr RIA MERRYANTI A.P., M.H.

20. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang
juga berprofesi sebagai Dokter dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten
Sekadu - Kalimantan Barat.

a) Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan
Advokat, Pemohon I yang juga sebagai lulusan magister hukum

Militer pada N y-n: banyak

memplela]arl P08]

e
21. Sebagai Advokat (Pemow W M r“aglster Hukum

(Pemohon I dan Pem g hukum, dan

bidang lainnya memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan
pemerintahan ya|1g tun_na perlibatan
prajurit TNI yang mengaburkan makna batas sipil dan militer pada pasal 65 UU
34/2004 TNI, berpotensi menciptakan hambatan dalam penegakan hukum,
terutama ketika berhadapan dengan otoritas atau institusi yang dipimpin oleh
prajurit TNI. Oleh karena hal tersebut PARA PEMOHON memiliki kepentingan
langsung dalam keadilan yang kompetitif bagi warga sipil, tanpa adanya
dominasi aktor militer. Ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang membuka ruang bagi
prajurit TNI dilindungi oleh ANKUM (Atasan yang berhak Menghukum),
sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU TNI menciptakan
ketidakpastian Lembaga penegak hukum lain untuk menegakan hukum yang
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Dimana sekalipun dalam putusan MK 87 /PUU-XXI/2023 yang secara tegas KPK
boleh melakukan penyidikan terhadap TNI,akan tetapi hal tersebut terhalang
oleh norma pada pasal 65 ayat (2) dan 65 Ayat (3) UU TNI mengaburkan makna
supremasi sipil. Hal demikian juga potensial menghambat proses penegakan
hukum yang fair. Oleh karenanya, keberlakuan ketentuan pasal 65 ayat (2) dan
65 Ayat (3) UU TNI secara langsung maupun tidak langsung merugikan hak
konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945, serta bertentangan dengan semangat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat
(3) UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, supremasi

sipil, dan pembatasan kekuasaan secara tegas;

22.Bahwa, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara
berlakunya Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Pasal 74 ayat (1). Pasal 75 ayat
(1) UU 34/2004 TNI dengan kerugian konstitusional yang dialami PARA
PEMOHON, yang terdig j ij Publik, ASN

(Aparatur Sipil Negara), dan Mahasiswa Magister Hukum, yang dimana

ketentuan normd a qu—rit TNI untuk
terjadinya Impunitas l-tel_el_ I-nggaran yang
dilakukan dalam ranah S_nyebab utama
timbulnya ketidalipastia j ap warga sipil,
yang berakibat pada terancamnya hak-hak konstitusional PARA PEMOHON.
Adapun bagi Pemohon I yang berprofesi sebagai Advokat, dominasi aktor
militer dalam pelanggaran - pelanggaran sipil dapat memengaruhi netralitas
dan kepercayaan publik, yang berdampak langsung terhadap independensi TNI

itu sendiri.

23. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan
in casu, maka kerugian konstitusional yang dialami PARA PEMOHON yang
terdiri dari Advokat dan Pengamat Kebijakan publik, tidak lagi terjadi atau
setidak-tidaknya dapat dicegah di masa mendatang. Dengan dikabulkannya
permohonan in casu akan turut memulihkan Kkepastian hukum dan

memperjelas pembatasan antara sipil dan militer dalam ranah memastikan
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supremasi sipil ditegakkan secara konsisten, serta menutup ruang bagi
dominasi militer dalam struktur peradilan sipil, yang membuka peluang adil
dan seimbang bagi PARA PEMOHON dalam memberikan kejelasan arah
kepastian bahwa norma-norma Kkonstitusional yang dipelajari dan
diperjuangkan memiliki implementasi nyata dalam praktik ketatanegaraan.
Demikian dengan dikabulkannya permohonan in casu akan menghindarkan
PARA PEMOHON dari kerugian konstitusional akibat keberlakukan norma
Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), 65 ayat (3), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat
(1) UU 34/2004 TNI yang berpotensi melanggar prinsip negara hukum
demokratis. Negara hukum menuntut adanya kepastian hukum dan
pembatasan kekuasaan sebagaimana dijamin dalam, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D

ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945;

24. Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi agar b ) UU 31 tahun
1997 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.l I

B B S
25. Bahwa oleh karenanya, M Mulia Majelis

Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 106 Ayat (2) UU 31 tahun

1997 bertentang!n denMyai kekuatan

hukum mengikat.

26. Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat
(2), Pasal 65 ayat (3) UU 34 tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

27.Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 74 ayat (1), Tetap
Konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) dengan UUD NRI
1945
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28. Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 75 ayat (1), Tetap
Konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) dengan UUD NRI
1945.

29.Bahwa, berdasarkan uraian Kedudukan Hukum di atas, PARA PEMOHON
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya
menganggap bahwa PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (Legal
Standing) dan menyatakan bahwa PARA PEMOHON telah mengalami kerugian
konstitusional sebagai akibat langsung dari berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian, sehingga permohonan a quo layak untuk diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON

A. FAKTA YURIDIS TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN

L Bahwa guna e ———— 7
Alasan Permohonarﬂ PM pulai fakta yuridis
terkait Undang-Undmradilan Militer

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

| - ]
2. Bahwa adapun yang dipersoalkan oleh PARA PEMOHON yaitu Pasal 106
ayat (1) dan 106 ayat (2) UU 31/1997 Peradilan Militer yang berbunyi:

a.Pasal 106 ayat (1) 31/1997, yang Menyatakan:

(1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka,
Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara

melihat serta mendengar pemeriksaan.
b. Pasal 106 ayat (2) UU 31/1997, yang Menyatakan:

(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Penasihat Hukum
dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan

terhadap Tersangka.
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3. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 106

Ayat (1) dan Pasal 106 ayat (2) UU 31 tahun 1997 agar ketentuan a quo tidak

ditafsirkan secara serampangan tanpa ada batasan yang jelas yang jika

disandingkan dengan UU Nomor 20 tahun 2025 Tentang KUHAP, hal mana

berlakunya ketentuan a quo telah terjadi “Disharmonisasi, yang dimana jika di

tinjau dari U 20/2025 adanya 11 Hak Advokat, yang dimana 11 hak advokat

tersebut para pemohon jabarkan sebagai berikut:

Dalam KUHAP UU No 20 Tahun 2025, advokat memiliki 11 hak sebagai

berikut:

10.
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Memberikan jasa dan bantuan hukum Advokat berhak memberikan
layanan hukum atas permintaan tersangka, terdakwa, saksi, atau
korban pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Hak bertemu klien secara bebas dan rahasia, termasuk saat klien

berada dalam tahanan.

Hak memperolmrat dakwaan,

tuntutan jdan p
Hak hadir dan b- a“n _an-en pada setiap
tahapan proses |

Hak mengajukan dan memeriksa alat bukti, termasuk menghadirkan
saksi danlahii y T E—

Hak mengajukan keberatan dan upaya hukum, mulai dari eksepsi,
praperadilan, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

Hak atas perlakuan yang setara di depan hukum, tanpa intimidasi atau
diskriminasi dari aparat penegak hukum.

Hak imunitas profesi, yakni tidak dapat dituntut secara pidana maupun
perdata atas pendapat dan tindakan hukum yang dilakukan dengan
itikad baik.

Hak ingkar, yaitu hak untuk menjaga dan tidak membuka rahasia klien.
Hak memperoleh perlindungan hukum dari negara apabila

menghadapi ancaman atau kriminalisasi dalam menjalankan tugas.

“ Syamsul Jahidin




11. Hak menjalankan profesi secara mandiri dan independen, bebas dari

campur tangan pihak mana pun.

Bahwa, jika di titik beratkan pada poin ke - 4 dalam 11 Hak Advokat norma
Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 106 ayat (2) UU 31 tahun 1997 agar ketentuan a
quo sudah sangat jelas bertentangan dan tidak sinkronisasi dengan norma pada
UU Nomor 20 tahun 2025 Tentang KUHAP, khususnya mengenai “ Hak hadir dan

berperan aktif dalam pemeriksaan klien pada setiap tahapan proses hukum.

Maka sudah sangat jelas bahwa pasal 106 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (2) sudah

tidak relevan di pertahankan Kembali.
(VIDE BUKTI P10)

FAKTA YURIDIS TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.

4. Bahwa guna memberikan dasar hukum yang jelas dalam menguraikan
Alasan Permohonan, PARA PEMOHON perlu menjelaskan fakta yuridis
terkait Undang-Undmjurit Angkatan
Bersenjata Rdpubli ki NGNS

5. Bahwa adapun yanMoalm PMH”yaitu Pasal 65
ayat (1) dan 65 ayatmang berbunyi:

a. Pasal 65 a¥at (1)

(1) Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.
b. Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004, yang Menyatakan:

(2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal
pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan
umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan

undang-undang.

c. Pasal 65 ayat (3) UU 34/2004, , yang Menyatakan:
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(3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan

yang diatur dengan undang-undang.
d. Pasal 74 ayat (1) UU 34 Tahun 2004:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat

undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
E. Pasal 75 ayat (1) UU 34 Tahun 2004:

(1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling

lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 65
ayat (1) dan 65 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 74 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) UU
34/2004 TNI ketentuan a quo tidak ditafsirkan secara serampangan, Tampak

cara tafsiran ini tampak G (2 un justru
di situlah letak persoalannya. Logika yang tampak sederhana sering kali
rnenyembunyikanI kesaera ahli telah
menempatkan diri pada 'Mer?an saa,Faltu melithat hukum dari

sudut peristiwa, bukan dari sudut sistem.

Bahwa, jika di tinjdu dari TGN PRRUNO | 145

1 ayat (3) UUD NRI, yang menyatakan:

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)
24 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
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Rumusan ini sangat jelas. Tidak ada ambiguitas. Tidak ada ruang tafsir yang

berlebihan. Konstitusi secara tegas membagi peradilan berdasarkan:

A. lingkungan peradilan (ruang hukum)

bukan berdasarkan:
jenis tindak pidana

Namun para ahli justru mengabaikan hal yang paling mendasar ini. Mereka tidak
memulai dari konstitusi, tetapi dari peristiwa. Mereka melihat pelanggaran, lalu

menentukan forum. Ini adalah cara berpikir yang terbalik.

B. LOGIKA PENAFSIRAN YANG TERBALIK: DARI PERISTIWA KE YURISDIKSI.
Pendapat para ahli dapat diringkas sebagai berikut:

e jika tindak pidana umum — peradilan umum
e jika tindak pidana militer — peradilan militer

Logika Penafsiran ini tampak rapi, tetapi sebenarnya keliru sejak awal.

1
Kesalahan utamanya ada| gy NN NN BN

menjadikan jenis perbuW
Padahal, dalam sistem hu /T

e perbuatan — bersifat kasuistik
e yurisdiksi — bersifat struktural

Menggunakan sesuatu yang kasuistik untuk menentukan sesuatu yang

struktural adalah:
C. kesalahan kategori (category error)
Dengan kata lain:

Para ahli sedang menentukan bangunan rumah dari warna catnya, bukan
dari fondasinya.
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HUKUM BUKAN PERISTIWA, TETAPI SISTEM.
Kesalahan para ahli semakin jelas karena mereka melihat hukum sebagai:
e reaksi terhadap peristiwa
Padahal hukum modern dibangun sebagai:
o sistem yang terstruktur
Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari:

struktur

e substansi
e budaya hukum
Para ahli hanya melihat:

e substansi (jenis tindak pidana)

tetapi mengaba

T g
+  budaya hukum (NN N I
Akibatnya: mereka mem N, | cmahami

keseluruhannya. |
|
D.MENGABAIKAN HUKUM YANG HIDUP.
Lebih jauh lagi, para ahli menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep living
law dari Eugen Ehrlich.

Menurut Ehrlich:

hukum yang hidup adalah hukum yang berjalan dalam masyarakat dan

institusi.
Militer bukan sekadar organisasi formal, tetapi:
e komunitas hukum hidup

e dengan norma internal
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e dengan disiplin
e dengan sistem komando
Namun banyak para ahli:
e hanya membaca teks
e tidak membaca realitas
Mereka memahami law in the books, tetapi tidak memahami law in action.
E. KEADILAN YANG DISALAHPAHAMI.
Banyak Para ahli menggunakan prinsip:
e equality before the law

Namun dalam perspektif Aristotle:

keadilan adalah mempem

menyamakan, K e
I BN I
I

menyamakan forum peradilan adalah bentuk ketidakadilan.

F. MERUSAK KEPASTIAN DAN SISTEM HUKUM.

Maka:

Dalam perspektif Gustav Radbruch:
hukum harus menjaga:

e kepastian
e keadilan
e kemanfaatan
Pendapat para ahli justru:
e menciptakan ketidakpastian yurisdiksi

e merusak fungsi hukum dalam militer
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e mengaburkan keadilan

7. Bahwa, Sementara menurut John Rawls: keadilan harus dilihat dalam desain institusi
Pasal 24 UUD NRI 1945 adalah desain itu. Mengabaikannya berarti: merusak keadilan
pada tingkat struktural., yang bermasalah bukan undang-undangnya, tetapi cara

menafsirka para.

e menggunakan premis yang salah

e mencampur kategori

e mereduksi hukum menjadi peristiwa

e mengabaikan konstitusi

e dan tidak memahami teori hukum modern

8. Bahwa, Konstitusi sudah jelas. Sistem hukum sudah lengkap. Yang tidak jelas
adalah cara penafsiran dalam memahaminya.
9. Bahwa, Norma perkara ini yang di uji para pemohon Pasal 65 ayat (1) dan 65 ayat

(2), Pasal 65 ayat (3) UU 34/ 2" 721¢ jauh

lebih mendasar, yaitu apakah konstitusi akan dibaca sebagaimana adanya, atau akan

ditafsirkan mengikuti c!’;lra berp1!1r yang !e|1ru.
10. Konstitusi tidak pernah berMeanis mpldana-sebagai dasar
yurisdiksi. Konstitusi berbicara !en!ang |1ng!ungan peraallan. |!an lingkungan

peradilan adalah ruangihukurijj N (iubah, maka

yang berubah bukan hanya interpretasi, tetapi fondasi sistem peradilan itu sendiri.
Pendapat para ahli tersebut, jika diikuti, akan membawa konsekuensi serius:

o yurisdiksi menjadi tidak pasti,

o struktur hukum menjadi kabur,

e dan sistem hukum kehilangan arah.

11. Bahwa, Dalam perspektif Gustav Radbruch, ini berarti runtuhnya kepastian hukum.
Dalam perspektif John Rawls, ini adalah bentuk ketidakadilan institusional. Dan
dalam perspektif Aristotle, ini adalah kesalahan karena menyamakan yang
seharusnya dibedakan.

12. Bahwa, hukum adalah sebagai sesuatu yang hidup. Eugen Ehrlich telah

mengingatkan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup berada dalam praktik sosial
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dan institusi. Militer adalah sistem yang hidup dengan norma, disiplin, dan struktur
komando yang khas. Mengabaikan hal ini berarti memaksakan hukum yang tidak
sesuai dengan realitasnya.

13. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, hukum tidak dapat
dipahami hanya dari substansi, tetapi harus dilihat sebagai kesatuan antara struktur,
substansi, dan budaya hukum. Pendapat para ahli tersebut memisahkan ketiganya,
dan akibatnya merusak sistem itu sendiri.

14. Bahwa, ketidakpastian dalam norma Pasal 65 ayat (1) dan 65 ayat (2), Pasal 65 ayat
(3) UU 34/2004 TNI, akan menimbulkan dampak menurut para pemhoon sebagai
berikut:

e mengabaikan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945,

e mengganti dasar yurisdiksi tanpa dasar konstitusional,
e dan membuka pintu ketidakpastian hukum di masa depan.

15. Bahwa, yurisdiksi peradilan ditentukan oleh ruang hukum, bukan oleh jenis

tindak pidana. Dan hukum (o keliru.

Konstitusi tidak boleh (iitafsirkan menﬁikuti loiika ianﬁ meniimﬁanﬁ dari dasarnya

sendiri. Dan keadilan tidak boleh dibangun di atas premis vang salah.
B S N

C. ANALISA YURIDIS POTENSI CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE NORMA PASAL

74 ayat (1) DAN NORMA PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 34
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.

16. Bahwa, jika dilihat dari norma pasal 74 ayat “(1) Ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan
Militer yang baru diberlakukan”. Terdapat sebuah perintah untuk membuat UU
Peradilan militer yang baru, akan tetapi sampai saat ini belum ada pembahasan
terkait dengan UU Peradilan Militer yang baru, hal ini sudah jelas bertentangan
dengan prinsip - prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum.

17. Bahwa seharusnya Norma haruslah bersifat:

e Imperatif, norma yang bersifat memaksa atau memerintahkan dengan
disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya

e Indikatif, norma yang bersifat menunjuk atau menegaskan.
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e Optatif, norma yang bersifat ideal untuk mewujudkan ketentuan yang
diidealkan
Bahwa, terkait dengan Norma yang ada pada pasal 74 ayat (1) UU 34/ 2004 Tentang
TNI bersifat Indikatif, norma yang bersifat menunjuk atau menegaskan.

18. Bahwa, norma pada pasal 75 ayat (1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang
ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini,
Terdapat sebuah perintah untuk membuat UU Pelaksanaan yang seharusnya sudah
ada, karena perintah dari Pasal 75 ayat (1) UU 34/2004 bersifaat Gebod “Perintah”
yang jelas kepada pembentuk Undang - Undang akan tetapi sampai saat ini belum
ada pembahasan terkait dengan UU pelaksana dari UU 34/2004 Tentang TNI.
Bahwa, terkait dengan Norma yang ada pada pasal 77 ayat (1) UU 34/ 2004 Tentang
TNI juga bersifat Indikatif, norma yang bersifat menunjuk atau menegaskan.

19. Bahwa, Karena banyak penafsiran tidak adanya Keharusan yang dilakukan terkait
dengan norma tersebut, maka sudah seharusnya mahkamah konstitusi sebagai The
Sole Interpreter of The Congtituti i itusi): memberikan

pemaknaan terkait dengan Norma pasal 74 ayat (1) dan Norma Pasal 75 ayat (1)

dengan memberikan kelharus"sebut.
20. Bahwa, setidak - tidaknya N I . B .. NORMA

PENETAPAN: BERISIKAN Y . >\ MULAI

TEMPAT KEDUDUKAN SUATU LEMBAGA DAN SEBAGAINYA.

Bahwa, hal tersebut agar tidak runtuhnya Indonesia sebagai Negara Hukum,

sebagaiamana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

21. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas Pasal 106 ayat (1) dan
Pasal 106 ayat (2) UU 31/1997 Peradilan Militer haruslah di nyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945

22. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas Pasal 65 ayat (1), Pasal
65 ayat (2), Pasal 65 ayat (3) UU 34/2004 Tentang TNI haruslah di nyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945.
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23. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas Pasal 74 ayat (1), Pasal
75 ayat (1), UU 34/2004 Tentang TNI haruslah di nyatakan tetap konstitusional
bersyarat (Conditionally Constitutional) dengan UUD NRI 1945

24. Bahwa, Tegasnya menurut para pemohon Ketentuan Norma Pasal 106 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, dan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104)
bertentangan Terhadap Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI 1945,
mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang
memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki

kekuatan hukum yang mengikat.

IV. PETITUM |

Bahwa, berdasarkan dalil-dhlil ya: i AR \ PEMOHON
memohon kepada Yang Mulia M_ak_itu_kl memberikan
putusan sebagai berikut: .

1. Menerima dan mdngabu i | scluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘UUD NRI 1945” dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 106 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘UUD NRI 1945” dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
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Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘UUD
NRI 1945” dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘UUD
NRI 1945” dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan

dengan Undang-Undang _n 1945 ‘UUD

R 1945" dan it
7. Menyatakan Pasal 74 ayjlllE ‘R " N 2l 2025 Tentang
Perubahan Atas Undan N t211¢ Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
35, Tambahan lemlbaran Hegara !epuELE in!onesm Homor !”!4) di nyatakan

tetap konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional) dengan UUD

NRI 1945, sepanjang dimaknai:

Pasal 74 ayat (1) UU 34 Tahun 2004:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-
undang tentang Peradilan Militer yang di bentuk 2 (Dua) Tahun sejak di

undangkan

8. Menyatakan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
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35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104)
(Conditionally Constitutional) dengan UUD NRI 1945, sepanjang dimaknai:

Pasal 75 ayat (1) UU 34 Tahun 2004:

(1) Segala peraturan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan paling lambat

2 (dua) tahun dan harus diberlakukan sejak berlakunya undang-undang ini.

9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami
PARA PEMOHON

.
I I
SYAMSUL JAHIDIN, S..KOM., S.H., M.LKOM., M.H.MILJIl

dr RIA MERRYANTTI A.P., M.H.
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